BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR.\X TAHUN.29

TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak
Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 288
tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai
Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

b. bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sehingga
perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ekonomi dan kondisi pada saat ini,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

4. Undang...



10.

11.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438},

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomro 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan...



Menetapkan

18.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013
tentang Pajak Reklame (lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2003 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Nomor 05);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35);

Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Karo.

1.
4.

(B

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Karo.

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang
ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan uang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan dijpergunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Badan...



o

10.

11.

12.

13.

14.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentu dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan dan atau badan yang dapat dilihat, divbaca, didengar,
dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Reklame Papan/Billboard/Mini Billboard/Bando adalah reklame yang
terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain
yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan,
halaman, atau di atas bangunan.

Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah
reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame
atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat
berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Reklame Wall Painting/ Branding adalah reklame yang ditempatkan/
melekat pada sisi strategis suatu bangunan baik ditempatkan di dinding
atau pagar dengan menggunakan cat/ pewarna.

Reklame Neon Box/Shop Sign adalah reklame yang diselenggarakan
berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi,
alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik,
fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau
sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box
yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau
ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
Reklame Neon Sign/Pole Sign adalah reklame yang diselenggarakan
berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu
neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/ board dengan rangka dan
plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan
konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar,
melintang atau menyilang jalan.

15. Reklame...



15.

16.

17.

18.

18

20.

21.

22,

23.

24,

Reklame Baliho/Reklame Merek Usaha (hasil produk)/ Reklame Merek
Toko (non produk) adalah reklame yang diselenggarakan berupa
gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik
disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk
kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan
rangka/board besi, alumunium dilas/ rivet/bout atau kayu/bambu diikat
kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

Reklame kain /banner/umbul-umbul adalah reklame yang
diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan
lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan
horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai
tiang besi/bambu.

Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame yang diselenggarakan
berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas
disablon atau dicetak/offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan,
dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau
digantungkan pada suatu benda lain.

Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau
ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau
tulisan.

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar,
lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada
suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis,
sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau
benda lain di dalam ruangan.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB II
REKLAME
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 2

Dasar pengenaan pajak adalah NSR.

(2) Dalam...



Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

a. Jenis reklame;

b. Jangka waktu penyelenggaraan;

c. Jumlah media reklame yang dipasang;

d. Ukuran media reklame;

e. Lokasi penempatan.

Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
didasarkan pada klarifikasi jalan dengan parameter :

Jalan Nasional...........oo i =1

Jalan Provinsi..........cccoicvinniiiiinn ISR TPRTRPPIS =1

Jalas Balmmprlien. . ..o memm mmess s sampes v esorcasn s s ——" 553 =0,75
Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui

dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3 adalah jenis
reklame dikali jangka waktu dikali jumlah media dikali ukuran dikali
lokasi penempatan.

Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai
berikut:

a. Reklame Papan Bando/Baliho/

Billboard /Mini Billboard..............cocoeiiiiinie Rp 4.000,-/meter /hari
b. Reklame Megatron/Videotron/

Large Electronic Display (LED)...........c.......... Rp. 55.000,-/meter/hari
C. Reklame Wall Painting/Branding................... Rp. 2.000,-/meter/hari
d. Reklame Neon Box/Shop Sign........ccoceeeeennnes Rp. 4.000,-/meter/hari
€. Reklame Neon Sign/Pole Sign............coceeeeen. Rp. 4.000,- /meter/hari
f. Reklame Merek Usaha (hasil produkj............. Rp. 2.000,-/meter/hari
g. Reklame Merek Toko (non produkj................. Rp. 1.500,-/meter/hari
h. Reklame Kain/Banner/Umbul - umbul.......... Rp. 3.000,-/meter/hari
i Reklame Melekat/Poster/Stiker..................... Rp. 4.000,-/lembar/bulan
|8 Reklame Selebaran.........iocimmssisnmsasmssnrassnre Rp. 1.500,-/lembar
k. Reklame Berjalan/Kendaraan........................ Rp. 10.000,-/meter/hari
1. Reklame SUATE. ... ssanmssnssis sommmres s sopeoemessss Rp. 150.000,-/hari
fri. Reklame Udara.....cccceceeeiimiminninssirssmensssnssssses Rp. 1.000.000,-/bulan
n. Reklame Apung permanen......... — Rp. 10.000,-/hari
0. Reklame Apung tidak permanen.................... Rp. 100.000,-/hari
p. Reklame Peragaan........coovvvviiiinieneninneinin. Rp. 25.000,-/hari

BAB III...



LAB TH
TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
asal 3

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai kontrak reklame yang
diselenggarakan oleh pihak ketiga (lan yang diselenggarakan sendiri dengan
memperhatikan faktor sebagaimans dimaksud pada Pasal 2 ayat (3} huruf a
sampai dengan huruf e,

‘'asal 4

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 3 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dima ‘sud Pasal 2 ayat (6).

BAB IV
KETENT AN PENUTUP
FPasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 288
s

ahun 2013 tentang Ketentuan Lebi Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa
Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat menget: huinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karo.

sitetapkan di Kabanjahe

ada tanggal \© &PRL 2019
4 BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal W\ APPav 2019

SEKRETARI§ DAERAH KABUPATEN KARQO,

KAMPEF

BERITA DAERAH KABUPATEN KARC TAHUN 2019 NOMOR. 12 -



